GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWES! SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA HEERJA UNIT PELAKEANA TEENIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untulk melaksanakan lketentuan  Pasal 8 ayat (14)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan FNomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daergh,
maks delam rangka pelaksansan fugas teknis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidilan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Tekmis

Sekolah Menengah Atas Negeri:

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetgpkan
Peraturan Gubernur Sulawes! Selatan tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negerd
Pada Dinas Pendidilan Provinsi Sulaweai Selatan;

Mengingar : 1. Undang-Undang Republik Indonssia Nomer 20 Tahun 2003
tentang Sistemn Pendidilan Nasienal (Lernbaran Negara Tshun
2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 7

2. Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pemhbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahum 2011 Nomor B2, Tambshean Lembaran Negara
Republik Indonesta Narmor FE239);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ([Lembaran Negara Repubilik [ndonesia Tahun 2014
Namer 6, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor S04 ); LA

W

Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republit Indenesia

‘ Nomor 5587 sebagaimans talak divbah beberapa kali teralchic
dengan Undang-Undeng Nomer o Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atag Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daeral {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tshun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Noemor 202, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};
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f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5105];

7. Peraturan Pemerinteh Nomior 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negeras Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 114, Tambahan Lefhibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887); Bl

8. Peraturan Dasrah Provinal Sulswes! Selatan Nomor 10 Tehun
2016 tenteng Pembentukan dan Susunan Perangkst Daerzh
(Lemberan Daerah Proving Sulawesi Selatan Tehun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinzi Sulawesi Selatan
Nomor 293); b

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,

BABI
HKETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, vang dimalesud dengan:
1. Daerah adalah Provinei Sulawesi Selatan.

2. Pemerintah Dgergh adalah Gubemur sebagal unsur penyelenggara
¢ Pemerintehan Dasrab vang memirmpin pelaksanasn nruasns pemenintabhoan yang
menjaedi kewenangan daerah ctonom.

Cuberniwr adalah Gubernur SBulawesi Selatan. e
Seloretaris Daerah adalah Seloetaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan Cubemur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan,

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidilean Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Telmis yang selanjutnye disingkat UPT adalah UPT Sekeolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinei Sulawesi Selatan.

=] Hepala UPT adalah Kepala UFT Sekolah Menengah Atas Negeri,

10, Tugas adalah fkhtiser dari keseluruhan tugas jabatan.
. 15, Fungsiadalah pekerjaan yang meropaien penjabaran darf cugas.
. 12, Uraian rugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugss jabatan vang
merupaksn upaya pokok vang dilakukan pemegang jabatan.
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BAB II
PEMEBENTUEAN DAN KEDUDUKAN

Pusal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sckolah Menengah A.tas Negeri.

—
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) UPT sebagaimans dimaksud pada -ayat (1), masing-masing tersebui pada
lampiran yvang merupaksn bagian tddak terpisahlean dari Peraturan Gubernur
ini,

(3} UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, masing-masing dipimpin oleh Kepala

UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahen,

Kepala UPT sebagaimana dimaksud padas ayat (3), berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
¥ang mewilayahi masing-masing UPT,
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BAB III
SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 3
(1} Susunan crganizasi UPT terdir dari:
2. Kepala UPT Sekolah;
b. Subbagian Tata Usaha; dan =T
. Jabatan Fungsicnal.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercamtum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubermur ini.
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BAB IV
TUGAS, FUNGEI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesaty
Tugas, Fungsi, Dan Uraien Tuges Kepala UPT Sekolah

Paaal 4

(1] Kepals UPT mempunyai tuges membantu Kepals Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksgnelsn kebijakan teknls pengelolaan S=kolah
Menengah Atas Negeri.

(2] Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalesud pada ayat (1),

mempunyai lungsi:

4. perumusan kebijakan telmis pelaksanasan pengelolaan Sekolah Menengah
Atas Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

€. pelakssmaan evaluasi dan pelaporan pelakssnaan pengelolaan Sekelah
Menéngah Atas Negert;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tuges dan
fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pade ayat (1], meliput:

8. menyusun rencana kegiatan UPT sebagal pedoman dalam pelaksanaan
Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas:
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memantay, mengawasi dan rthengevalussi pelaksanaan tugas dalam
linglmngan UPT untulk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf danfatay menandatangani
naskeh dinas;

e. mengikut rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. meruruskan dan melaksanaksn kebijeken program, keuangan, umurm,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UFT;

g- mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Ataa Negeri;

h. mengoordinasikean dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri;

i. menpoordinasikan pelaksanasn proses kegiatan belgjar mengajar;

j. mengodrdinasilean pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;

k. mengeoordinasiken dan melaksanakan pembinaan guro, tenage fungsional
kependidikan, tenapa fungaional Iainnya, serta membina hubungan
kerjasamaea dan peran serta masvarakat;

1. mengoordinasilkan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belgjar mengajar;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggarean administrasi
dan proses kegiatan belajar mengejar;

n. mengoordinasikan dan menata administrast ketatausahaan,
kerumahtanggen, kesiswaan, ketenagaan, keusngen, kurikulum, serta
saran:d den prasarana pendukung penyelenpgearaan pendidikan;

o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanasan kepiatan ekstrakurikuler;

P. mengoordinasikan pelak=anasn kegiatan kerjasame dengan instans terlkait
dan masvarakat;

q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan den bimbingan di
luar jam sekolah;

. mengoordinasikan dan melaksanakan peﬁ?antau#n. pengendalian, dan
evaiuasi icebijalean ekmis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri:

8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT)

1. menilai kkinerje pegawsai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil p!:akmam tugas Hepala UPT dan memberikan
saran pertimbangsn kepsda atasan ssbapai bahan perumussn kebijalsan:
dan

v. melalksanalan tugas kedinasan lain yang diperintahlan atassn sesual

dengan bidang tugasnya.

Bagian Hedua
Trugas dan Umnian Tugss Kepals Subbagian Tata Usaha

Pasal 5§
(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyvai tugas

membantl. Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayvansn
telmis dan administrasi penyusunan program, pelaporen, Umum, Kepegawsian,

dan keuasngan dalem lingkungan UPT.
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BAB VI
TATA KERJA

Pazal 7

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijjakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dines sesusi denpan ketentuan peraturan perundang-

undangar.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Peiabat Fungsional dan selurub
personil pada UPT melaksanakean tugns do- faripdl Sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki. koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, aluntabilitas, transparansi,
serta efeltivitas dan efisiensi.

Pa=al B

{1) Kepala JPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingicungan UPT wgjib mematuhi petunjulk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berlals den/atau sesuai kebutuhan secars Lapat
waktu kedada atesan masing-masing,

{2) Setap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dislah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan telmis UPT.

(3] Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugesnya,
melaloikan pengawssan, pemantausn, pengendalian, dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkals dan fatau sesuai kebutuhan.

(%] Kepala UPT mengembangken koordinasi dan kerjesama dengan instansi
pemerintah /swasta terkait, dalam rangka meningiatkan kinerja dan
memperlansay pelakaanain tapgas dan fungsi UPT.

BAB VII L
PENGANGHATAN DAN PEMEERHENTIAN DALAM JARATAN

Pazxzal 9

Fengangksatan dan pamberhentian dalarm jabatan strultural dan jabatan fungsional
#di linpglungen UPT, fiikkasvebay aleh pejabar yvang berwanang bardagarless
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HKETENTUAN LATN - LAIN

Pasal 10

(1] Dalam rangks mendukung pelaksanaan proses belajar menpsjar serta untuk
menduking kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk safuan
tugas/ unit kerja, kopengurusan, pengelola, danfatau nama lainnva dalam

UPT denpgan Keputusan Kepala UPT.
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Z] Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau
nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-masing

BABIX
EETENTUAN PENUTUP

Pazal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga! diundanpkan.

Agar setiap nrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangasn Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan,

Dl‘tﬂtﬂpkﬂ.‘n di hzzakaaaa:

Diundanglkan di Makassar
pada tenggal 27 Jaxmexl 2017




. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

» DRGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIEAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

]_' NEPALL UPT ™ l
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SUBBADAN
TATS URAHA {
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LAMPIRAN 11
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: FERATURAN GUSERNUR SULA WESI SELATAN

: 99 TAHUN 3017 .
P 20 JANUARI 2017

| ORGANISAST DAN TATA KERIA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEROLAH

MENENGAH ATAS NEGER] PADA DiNA

PROVINS| SULAWES] SELATAN

5 PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT FELAMSANA TEHNTS SEHOLAL MENENGAH

ATAE FEGERI PADA DINAE PENDIDINAN

PROVINE] SULAWES]D HBELATAN

NAMA SATUAN PENDIDIKAN

[wo | KAB/KOTA T e -!
%) i 3 4 |
@ [UPT. Wil Bantmeng SMA NEGERI 1 BANTAENG SMAN 1 BANTAENG ]
(& |uPT. wil. Bantseng SMA NEGERI 1 BISSARU SMAN 2 BANTAENG
G {UPT. Wil Bantaeng SMA NEGERT 1 TOMPOBULL 5 BT 1

BANTAENC [SMAN 4 BANTAERG |
[SHAN § BANTASNG /
£ \UPT. Wil Banmeng 54 NECERI 1 ULU ERE SMAN 6 BANTAENG
7 |UPT. WL Barry SMANTEARAY SMAN 1 BARAL
UPT. Wil Barry SMAN 1 SOFPENG RIAIA SMAN 2 HARRU
UPT, Wil Barru SMAN 1 TANETE RILAD SMAN 2 BARRU
10 [UPT. Wil Barru SMAN 1 MALLUSETAS] SMAN 4 BARRU ==
11 |UPT. Wil. Barru SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 5 BARRL |
12 |UeT. Wil Barru SMAN 2 BARRU SMAN § BAHRU =
13 Ul I WiL Bone SMAN 1 WATAMPONE SMAN 1 BONE |

[ 14 |UPT. Wil Bone SMAN 1 MARE SMAN 2 BONE

I'_J 5 [UPT.wil, Bane [SMAN 2 wATAMPONE IsMaN 3 BONE

| te JupT. wit Bane JSMAN 1 AlANCALE Jsman 4 BonE
17 |UPT. Wi Bone EMAN 1 LAPBARIAIA EMAN 5 BONE
18 [UPT, Wik Bone SMAN 1 KARY SMAN F BONE
15 JUPT. Wi Bone SMAN 5 WATAMPONE |sMAN 7 BONE

UPT. Wil Bone

SMAN 1 KAJUARA

SMAN 8 BOME

~
, UPT. Wil Bone SMAN 3 WATAMPONE SMAN O BONE
| 22 |uPT. wil Bone EMAN 1 TONRA [sMak 10 BONE _J
| 23 |upr wit. Bons SMAN 1 LIBURENG R SMAN 11 BONE i
| 2¢ |urT Wi sone SMAN 1 SIBULUE SMAN 12 BONE [
25 | |UPT. Wil Bona SMAN 4 WATAMPONE SMAN 13 OONE _—J
Z6 [UFT, WIL Bone SMAN 1 TE LLUSIATTINGE SMAN 14 BONE |
27 |UPT. Wil Bane SMAN 1 ULAWENG SMAN 15 BONE =
28 [UPT. Wil Bone SMAN 1 AWANGPFONE [SMAN 16 BORE
2% [UPT, Wil Bone SMAN 1 LAMURL SMAN 17 BONE
a0 |UFT. Wﬁu]:z SMAN 1 CiNa SMAN 18 HONE
21 |UPT. Wil Bane SMAK & PATIMFENG = [SMAN 19 BONE
| 32 |uPT. Wil Bane SMAN 1 AMALS SMAN 20 BONE '
33 - |UPT, Wil Bane SMAN 1 SALOMEKKD SMAN 21 BONE
34 [UIFT. Wil Bane SMAN I LIBURENG SMAN 22 BANE
| 35 TOPT Wil 2one SMAN 1 BONTOCANT lsman 23 Bane ~
| 36 |uPT. wil. Bone ISMAN 1 DUIA BOCCOE [snAN 24 BONE _f




—

( WO { KAB/KOTA

NAMA SATUAN PENDIDIKAN

LAMA

BARL

|

3

L

Ew :

EE |L’.T‘T. Wil Pare-Pare

L

[SMA NEGER] 3 PARERARE

{SA NEGER! 3 PAREPARE

335 |LPT. Wil Pare-Pare

Isma NEGER! & PARZPARE

{2MA WEGER]L 5 PARETARE

336 |UPT. Wi, Pare-Pare

|s¥44 NEGER! 5 EARERARE

_|sMa NEGERI 5 PaRERARE

|
|

#
E{:‘L&WE&! SELATAN,
T I //—




